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ABSTRACT 

 

This study aims to examine and analyze the problems encountered in the 

implementation of electronic land certificates at the Land Office of Pemalang 

Regency. The research focuses on two critical factors: the limitations in land data 

quality and the inadequacy of human resources to fully support the digital 

transformation of land administration services. By addressing these two aspects, 

the study seeks to provide a deeper understanding of the structural and technical 

obstacles that hinder the success of electronic certificate implementation as part 

of the broader digitalization initiative in land affairs. 

The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing data 

collection techniques such as observation, interviews, and document analysis. 

Information was gathered from staff members directly involved in the issuance of 

electronic certificates, as well as from relevant official documents. This approach 

enabled the researcher to gain comprehensive insights into the processes, 

challenges, and existing efforts in applying electronic systems within the land 

office, particularly in relation to spatial data management and the technological 

capabilities of personnel. 

The findings reveal that the implementation of electronic land certificates 

still faces several obstacles, especially in terms of data validation accuracy and 

the readiness of human resources in technical and digital literacy. Many land 

parcels are affected by overlapping boundaries, data gaps, and inconsistencies 

between spatial and legal records. Moreover, the limited number and 

qualifications of personnel have resulted in an uneven distribution of workloads 

and delays in service delivery. These issues ultimately pose risks to the accuracy 

and legal reliability of electronic certificates. Therefore, improving data quality 

and enhancing staff competencies are essential to ensure the successful, efficient, 

and legally secure implementation of electronic land certificates. 

Keywords: Land Data Quality; Human Resources; Electronic Land Certificate; 

Land Acquisitio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era digitalisasi membawa dampak signifikan pada sektor 

pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat menjadikan sistem elektronik yang efisien, 

transparan, akuntabel dan terintegrasi1. Hal ini dapat mempermudah proses 

pelayanan, mengurangi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan 

memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam sektor pertanahan, teknologi ini 

mendukung pembangunan berkelanjutan, memenuhi hak masyarakat, 

meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan dan menciptakan pelayanan 

yang lebih cepat, tepat, efektif serta memperkuat pengelolaan sumber daya 

alam2, sehingga memperkuat pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat.  

Teknologi digital telah dimanfaatkan oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menunjukkan 

komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Langkah ini 

dimulai sejak Tahun 1997 dengan peluncuran program Land Office 

Computerization (LOC), yang bertujuan mengintegrasikan sistem 

komputerisasi dalam pengelolaan pertanahan. Program LOC tersebut 

kemudian dikembangkan menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

pada Tahun 20013. KKP terus mengalami perkembangan signifikan, dimulai 

dari KKP-Desktop yang memfasilitasi pengelolaan data pertanahan secara 

digital. Kemudian, sistem ini berkembang menjadi Geo-KKP yang 

                                                           
1
 Ihsan Muhammad Mappagiling, “Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor 

Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang,” Universitas Muhammadiyah Makassar 15, 

no. 1 (2024): 13–14. 
2
 Agil Sirojudin, “Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Perspektif 

Utilitarianisme,” 2024, 4–5, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/. 
3
 Dedy Iskandar dkk., “Aplikasi Komputerisasi Loc (Land Office Computerization) Pada 

Badan Petahanan Nasional Untuk Kualitas Pelayaanan Sertifikasi Pertahanan Computerized,” 

Incomtech Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Saint Dan Teknologi Universias 

Raharja 8, no. 2 (2019): 64–65. 
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memanfaatkan teknologi geospasial untuk meningkatkan akurasi data. Pada 

Tahun 2015, KKP mengalami perubahan besar dengan migrasi ke aplikasi 

berbasis web, KKP-Web4. Perubahan ini memberikan kemudahan akses, 

fleksibilitas, dan efisiensi dalam proses modernisasi sesuai perkembangan 

teknologi (ICT). 

Sejalan dengan pelaksanaan modernisasi sesuai perkembangan 

teknologi (ICT), Kementerian ATR/BPN meluncurkan sertipikat tanah yang 

sebelumnya berupa analog menjadi dokumen elektronik. Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 

Tahun 2021 menjadi landasan hukum pelaksanaan sertipikat elektronik ini
5
. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Permen tersebut diganti dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran 

Tanah6. Definisi dari sertipikat elektronik tercantum dalam Pasal 1 butir 9 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 halaman 3 yaitu 

“Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat 

yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik”. 

Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk 

dokumen elektronik atau disebut sertipikat elektronik merupakan konsep 

yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan 

tradisional terkait pengelolaan tanah dan juga didasarkan pada kebutuhan 

mendesak untuk mereformasi sistem administrasi pertanahan yang selama ini 

menghadapi berbagai tantangan
7
. Selain itu, Tri Tamtomo

8
 mengatakan 

                                                           
4
 Fahmi Charish Mustofa, “Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Di 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” BHUMI: Jurnal Agraria Dan 

Pertanahan 6, no. 2 (2020): 162–64. 
5
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021,” 

Sertipikat Elektronik, 2021. 
6
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023,” 

Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, 2023, 22. 
7
 Dwi Rinto Yulias Setyono, “Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi” (Universitas Islam Sultan Agung, 2024). 
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bahwa konsep ini juga mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan 

dokumen fisik, memudahkan akses dan penggunaan data tanah untuk 

keperluan perencanaan dan pengembangan, serta meningkatkan kepastian 

hukum dan mengurangi potensi sengketa tanah. Dengan demikian, 

pelaksanaan sertipikat tanah elektronik diharapkan dapat mengurangi 

sengketa tanah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta 

mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sehingga kualitas 

dan keakuratan data pertanahan semakin terjamin. 

Data pertanahan merupakan komponen strategis dalam pengelolaan 

pertanahan, mencakup dua kategori utama yaitu data fisik dan data tekstual. 

Data fisik meliputi informasi geospasial seperti batas-batas tanah, letak 

geografis, bentuk tanah, dan koordinat geografis. Sementara itu, data tekstual 

mencakup informasi non-spasial seperti nama pemilik, luas tanah, jenis tanah, 

status kepemilikan, dan riwayat transaksi. Kedua jenis data ini kemudian 

dibedakan menjadi dua format, yaitu data analog (hardcopy) dan data digital 

(elektronik). Data analog biasanya berupa dokumen kertas seperti surat ukur, 

buku tanah, peta manual, dan dokumen pendukung lainnya. Sebaliknya, data 

digital disimpan secara elektronik dalam bentuk digital seperti database, file 

elektronik, dan sistem informasi geospasial9. Pada Kantor Pertanahan, 

integrasi data fisik dan data tekstual digital sangat penting untuk memastikan 

keakuratan, kesesuaian, dan keandalan data. Data ini harus benar, lengkap, 

mutakhir, dan terintegrasi dengan buku tanah, surat ukur, dan bidang tanah. 

Dengan demikian, pengelolaan pertanahan dapat dilakukan secara efektif, 

efisien dan berbasis data, sehingga menjamin kepastian hukum kepemilikan 

                                                                                                                                                               
8
 Tri Tamtomo, “Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Purbalingga,” Skripsi STPN Yogyakarta, 2024, 48–49, 

http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4382. 
9
 Maslusatun Mawadah, “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan,” Jurnal Tunas Agraria Vol.4 4, no. 2 (2021): 159–60. 
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bidang tanah, mendukung pengembangan wilayah berkelanjutan dan 

meningkatkan akurasi serta integritas kualitas data10. 

Kualitas data, merujuk pada Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik 

PTSL Terintegrasi Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/202311, dikategorikan 

menjadi enam (6) kelas, yaitu Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Klasifikasi ini 

dipengaruhi oleh kualitas data, seperti bidang tanah terpetakan, GS/SU 

spasial, GS/SU tekstual, dan buku tanah12. Bidang tanah dengan kualitas kelas 

satu (1) selanjutnya disebut dengan KW1, kualitas data (2) disebut dengan 

KW2 sampai KW 613. Berdasarkan pengelompokan kualitas data, bidang 

tanah terdaftar terdiri dari dua (2), yaitu bidang tanah yang belum terpetakan 

(disebut dengan KW 4, 5 dan 6) dan bidang tanah sudah terpetakan (disebut 

dengan KW 1, 2 dan 3). Tiga kategori teratas, yaitu KW1, KW2, dan KW3, 

termasuk dalam kelompok data pertanahan yang dinilai berkualitas baik. 

Sebaliknya, data yang tergolong KW4, KW5, dan KW6 masih belum 

memenuhi kriteria sebagai data pertanahan yang memadai, sehingga 

memerlukan perhatian lebih lanjut untuk dilakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitasnya14. Perbedaan kualitas data tersebut menghasilkan 

klasifikasi seperti pada gambar berikut: 

                                                           
10

 Nordina Marni, “Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada 

Program GEOKKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan,” 

Skripsi STPN Yogyakarta, 2015, 3–4. 
11

 Dirjen Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, “Juknis Pengumpulan Data Fisik 

PTSL Terintegrasi Tahun 2024,” 2024, 20–21. 
12

 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, bidang tanah terpetakan adalah bidang tanah yang telah dipetakan dan tercatat 

dalam peta dasar pertanahan, memuat informasi tentang lokasi, batas, dan ukuran bidang tanah 

tersebut. GS/SU spasial adalah dokumen yang memuat informasi spasial (koordinat dan batas) 

suatu bidang tanah. GS/SU tekstual adalah dokumen yang memuat informasi tekstual tentang suatu 

bidang tanah, seperti nomor sertipikat, nama pemilik, luas tanah, dan jenis hak atas tanah yang 

dimana GS tidak lagi digunakan setelah tahun 1997. Selanjutnya, buku tanah merupakan dokumen 

yang memuat catatan tentang data-data tanah, seperti nomor sertipikat, nama pemilik, luas tanah, 

jenis hak atas tanah, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang tanah tersebut. 
13

 KW 1 merupakan bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan dan terintegrasi antara 

Buku Tanah, Surat Ukur tekstual dan Surat Ukur spasial dalam sistem GeoKKP, selanjutnya 
bidang tanah KW 2 sampai KW 6 merupakan bidang tanah yang belum terintegrasi secara 

keseluruhan atau hanya beberapa yang telah terintegrasi antara Buku Tanah, GS/SU spasial dan 

GS/SU tekstual. 
14

 Rizal Adhi Pratama dan Kurniawan Budi Santoso, “Peningkatan Kualitas Data Sertipikat 

Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru 
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Tabel 1. Jenis Kualitas Data Bidang Tanah 

 

 (Sumber: Juknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap, 2019)
15

 

Kualitas data yang belum optimal merupakan salah satu permasalahan 

yang signifikan dalam implementasi sertipikat elektronik. Hal ini dapat 

menyebabkan kesalahan dalam proses validasi data, seperti kekeliruan dalam 

proses penggabungan data antara bidang/persil, Surat Ukur (SU), dan Buku 

Tanah (BT) pada KKP web. Kesalahan ini memungkinkan terjadi karena data 

antara bidang/persil, SU, dan BT tidak cocok, dikarenakan salah satu atau 

semua data belum diinput dalam KKP web16. Selain itu, masalah kualitas data 

dapat memperlambat proses sertipikat elektronik karena memerlukan waktu 

tambahan untuk memperbaiki atau memvalidasi data. Proses perbaikan dan 

validasi data ini dapat memakan waktu yang cukup lama, sehingga 

berdampak pada kinerja dan efisiensi kantor pertanahan. Perbaikan dan 

pengembangan kualitas data sangat penting untuk memperlancar proses 

sertipikat elektronik17.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Arif Suhattanto, dkk
18

 

mengungkapkan bahwa kualitas data bidang tanah yang baik seharusnya 

                                                                                                                                                               
Kalimantan Selatan,” Prosiding FIT ISI 1 (2021): 277–281, 

https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/download/622/361. 
15

 Dirjen Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, “Juknis Pengukuran Dan Pemetaan 

Bidang Tanah Sistematis Lengkap,” 2019, 12–16. 
16

 Ahid Mardhotillah, “Strategi Program Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Bidang 

Tanah Kluster 4 (K4) Di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Dalam Kegiatan 

Pemeliharaan Data Menuju Kecamatan Lengkap,” Widya Bhumi 4 (2024). 
17

 Putu Dedi Arya Aditya Putra, “Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna 

Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung,” 

Skripsi STPN Yogyakarta, 2024. 
18

 Muh Arif Suhattanto et al., “Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat 

Tanah Elektronik,” Jurnal Widya Bhumi 1, no. 2 (2021): 87–100. 
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memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu ketepatan letak, kesesuaian bentuk, 

ketepatan luas, serta penerapan standar penomoran yang telah ditetapkan. 

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah bidang tanah yang dalam 

aplikasi KKP tercatat berstatus valid, padahal belum memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis). Kondisi ini umumnya 

disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara bidang tanah yang telah diberi 

status valid dengan bidang lain di sekitarnya. Akibatnya, label valid tersebut 

tidak sepenuhnya mencerminkan pemenuhan kriteria validitas yang 

sebenarnya. Permasalahan ini berpotensi menghambat pelaksanaan sertipikat 

elektronik, karena mutu data pertanahan memiliki hubungan yang erat dengan 

proses penerbitan sertipikat digital. Data yang akurat dan sesuai standar akan 

mendukung terbitnya sertipikat elektronik yang sah, mampu memberikan 

perlindungan hukum yang kuat, serta mengurangi risiko terjadinya sengketa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik
19

, penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan 

secara profesional, transparan, akuntabel, serta terbebas dari tindakan 

diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang. Dalam kaitannya dengan tugas 

kantor pertanahan, instansi ini memiliki tanggung jawab untuk menetapkan 

standar pelayanan yang jelas dan terukur, antara lain meliputi prosedur kerja, 

jangka waktu penyelesaian layanan, besaran biaya, serta tata cara pengelolaan 

pengaduan dari masyarakat. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap 

pengguna layanan administrasi pertanahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan sumber daya manusia yang baik yaitu memiliki kompetensi 

memadai, berintegritas tinggi, dan mampu melaksanakan tugas secara 

konsisten, Sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat dipertahankan 

dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan dalam 

penerapan sertipikat elektronik, dengan didukung oleh ketersediaan sumber 

daya manusia. 

                                                           
19

 Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik,” Bphn.Go.Id, 2009. 
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Ketersediaan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan dalam 

penerapan sertipikat elektronik, terutama karena adanya kebutuhan untuk 

beradaptasi dengan sistem, aplikasi, atau perangkat digital yang digunakan 

dalam proses penerbitan sertipikat elektronik di lingkungan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang. Proses digitalisasi ini menuntut konsistensi 

dan keterampilan yang memadai dari para pelaksana agar seluruh informasi 

dalam dokumen dapat tersedia dalam format digital dengan akurasi tinggi. 

Namun, ketidakkonsistenan dalam pemahaman dan pengoperasian sistem 

dapat menghambat efisiensi proses, yang berujung pada keterlambatan dalam 

penyediaan informasi digital. Padahal, sertipikat elektronik dirancang untuk 

mempercepat akses dan meningkatkan efisiensi layanan pertanahan
20

. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang merupakan Kantor 

Pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang telah mengadopsi sistem 

elektronik dan pemeliharaan data pendaftaran sejak Juli 2024 sebagai bagian 

dari upaya mendukung tujuh layanan elektronik. Layanan tersebut mencakup 

peralihan hak, roya, perubahan hak, pemecahan, pemisahan, penggabungan, 

pendaftaran tanah pertama kali, serta penggantian blangko sertipikat. Selain 

itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang juga terus melaksanakan tujuh 

layanan prioritas yang diperkenalkan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 

2023, meliputi pendaftaran Surat Keputusan (SK), peralihan hak, perubahan 

hak atas tanah, roya, pengecekan sertipikat, penerbitan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT), serta pengoperasian hak tanggungan elektronik. 

Kantor Pertanahan ini juga telah sepenuhnya menerapkan sertipikat 

elektronik dalam seluruh proses pendaftaran tanah, baik melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai pada 7 Juni 

2024 maupun dalam program rutin yang mulai diberlakukan sejak 5 Juli 

2024. Setiap layanan elektronik ini harus diawali dengan proses digitalisasi 

sertipikat. Namun, sebagai sistem yang masih dalam tahap awal penerapan, 

                                                           
20

 Putu Dedi Arya Aditya Putra, “Strategi Transformasi Digital Melalui Alih Media Guna 

Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.” 
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sertipikat elektronik menghadapi berbagai tantangan yang dapat berdampak 

pada efisiensi pelayanan pertanahan. 

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan, 

permasalahan kualitas data menjadi tantangan utama dalam penerapan 

sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan 

data per 23 Desember 2024, kualitas data yang telah tersedia mencakup 

554.751 bidang tanah untuk kategori KW 1, 2, dan 3, serta 85.176 bidang 

tanah untuk kategori KW 4, 5, dan 6. Jika dihitung secara persentase, angka 

tersebut hanya mencapai 13,31% dari total jumlah bidang tanah yang ada. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak bidang tanah yang 

belum terpetakan serta sejumlah bidang yang belum tervalidasi. Rincian 

jumlah bidang tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

Kualitas 

Data 

Buku 

Tanah 

Persentase 

Bidang Tanah 

1 373052 

84% 2 68699 

3 113 

4 1469 

16% 5 82329 

6 1378 

Total 527040 100% 

 (Sumber: KKP-Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang) 

Berdasarkan ketentuan dalam Dashboard Statistik Kualitas Data KKP 

yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, suatu data pertanahan 

dinyatakan memiliki kualitas baik apabila persentase bidang tanah yang 

termasuk dalam kategori KW 1, 2, dan 3 mencapai paling sedikit 96%, 

sedangkan bidang yang termasuk dalam kategori KW 4, 5, dan 6 tidak 

melebihi 4%. Ketentuan ini mengacu pada Petunjuk Teknis Pengumpulan 

Data Fisik PTSL Terintegrasi Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023, yang 

menetapkan standar minimal sebagai indikator validitas dan stabilitas data 

pertanahan. Kategori KW 1 hingga KW 3 menggambarkan bidang tanah yang 
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telah memenuhi kelengkapan data fisik dan yuridis, sedangkan kategori KW 4 

hingga KW 6 mengindikasikan bahwa data belum sepenuhnya lengkap atau 

belum terpetakan secara menyeluruh. Penerapan ambang batas ini bertujuan 

untuk mendukung kelancaran transformasi digital dalam sistem pendaftaran 

tanah serta memastikan penyelenggaraan layanan sertipikat elektronik dapat 

berjalan secara cepat, tepat, dan andal. Merujuk pada data dalam Tabel 2, 

diketahui bahwa persentase data dalam kategori KW 1, 2, dan 3 hanya 

mencapai 84%, sedangkan kategori KW 4, 5, dan 6 sebesar 16%. Kondisi 

tersebut mencerminkan bahwa kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang masih berada di bawah standar minimum yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai data yang valid, akurat, dan dapat 

dipercaya. Padahal, keberhasilan implementasi sistem pertanahan elektronik 

sangat bergantung pada tersedianya data yang berkualitas. 

Keterbatasan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang, khususnya yang termasuk dalam kategori KW 4, 5, dan 

6, menjadi hambatan signifikan dalam proses validasi. Permasalahan ini 

menuntut adanya perencanaan yang cermat agar potensi risiko dapat 

diminimalkan sejak awal. Perencanaan yang disusun secara menyeluruh 

menjadi unsur penting dalam strategi untuk menjamin kelancaran dan 

keberhasilan tahapan validasi. Melalui perencanaan yang terstruktur, berbagai 

tindakan yang diperlukan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara tepat. 

Selain itu, kondisi di lapangan juga menunjukkan masih terdapat banyak 

bidang yang gap, overlap dan misplace
21

, beberapa arsip spasial seperti peta 

pendaftaran analog, gambar ukur, peta bidang tanah, serta surat ukur yang 

tidak ditemukan
22

, sehingga jika terdapat permohonan yang secara spasial 

                                                           
21

 Gap adalah celah atau ruang kosong antara dua atau lebih bidang tanah, overlap 

merupakan tumpang tindih antara batas-batas bidang tanah yang berdekatan, sedangkan missplace 

adalah kesalahan posisi dalam pemetaan bidang tanah. 
22

 Peta pendaftaran analog adalah peta yang menampilkan informasi lokasi, batas, dan 

identitas tanah. Gambar ukur (GU) yang merupakan dokumen yang menampilkan hasil 

pengukuran tanah. Peta bidang tanah (PBT) yang merupakan peta yang menampilkan informasi 

lokasi, batas, dan identitas tanah. Sedangkan, surat ukur (SU) yaitu dokumen yang memuat data 

fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 
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belum selesai maka dalam pelaksanaannya akan diarahkan ke permohonan 

penataan batas
23

. Berikut disajikan Gambar 1 yang menunjukkan contoh dari 

kasus gap, overlap, dan misplace dalam peta pendaftaran. 

 

Gambar 1. Contoh Kasus Gap, Overlap dan Misplace 

(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025) 

Keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang turut mempersulit proses penyesuaian terhadap transformasi sistem 

elektronik yang terus berkembang. Proses digitalisasi sertipikat elektronik 

memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai sistem informasi 

geografis (GIS), manajemen basis data pertanahan, serta prosedur 

administrasi berbasis elektronik. Namun, tidak semua pegawai memiliki 

tingkat kesiapan yang sama dalam mengoperasikan teknologi ini. Kurangnya 

pemahaman dan keterampilan dalam mengelola data digital dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam entri data, keterlambatan proses pelayanan, 

serta potensi perbedaan informasi yang dapat menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Kurangnya kompetensi yang memadai, terbatasnya akses 

terhadap pelatihan teknis, dan minimnya sertifikasi keahlian menjadi faktor 

                                                           
23

 Penataan batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut tertata dengan 

baik. 
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yang mempersulit pelaksanaan sistem pertanahan digital. Kondisi ini semakin 

diperburuk oleh belum optimalnya pendampingan dari tenaga ahli yang 

memiliki pengalaman dalam pengelolaan data elektronik. Akibatnya, proses 

penerapan sertipikat elektronik cenderung berjalan tidak konsisten, kurang 

efisien, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. 

Kondisi ini yang membuat Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

belum mencapai kesiapan optimal untuk melaksanakan sertipikat elektronik. 

Berbagai kondisi ini mendorong minat peneliti untuk mengadakan penelitian 

mengenai proses penerapan sertipikat elektronik dengan kualitas data yang 

kurang memadai, dengan judul “Problematika Penerapan Sertipikat 

Elektronik Akibat Keterbatasan Kualitas Data dan Sumber Daya 

Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana kualitas data pendukung penerapan sertipikat elektronik di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang? 

2. Bagaimana tingkat kesiapan sumber daya manusia Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang dalam penerapan sertipikat elektronik? 

3. Bagaimana strategi  yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang dalam penerapan sertipikat elektronik? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dituliskan, tujuan yang 

ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui: 

a. kualitas data pendukung penerapan sertipikat elektronik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang; 

b. tingkat kesiapan sumber daya manusia Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang dalam penerapan sertipikat elektronik; 
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c. strategi  yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang dalam penerapan sertipikat elektronik. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun teoretis yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. manfaat praktis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pembaca, serta untuk memberikan acuan 

peneliti lain yang ingin meneliti tentang sertipikat elektronik serta 

bagi Kementerian ATR/BPN diharapkan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pelaksanaan sertipikat elektronik; 

b. manfaat sosial yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertipikat elektronik 

dalam penerapannya, sehingga mendorong transparansi, efisiensi 

layanan, dan kepastian hukum bagi pemilik tanah di Kabupaten 

Pemalang; 

c. manfaat teoretis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi, ilmu dan pengetahuan tambahan mengenai 

pendaftaran tanah secara elektronik khususnya di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang supaya dalam pelaksanaannya tidak ditemukan 

lagi masalah yang signifikan. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merujuk pada kebaruan dan orisinalitas suatu 

penelitian yang ditunjukkan melalui topik yang belum banyak dibahas, 

pengembangan atau modifikasi dari penelitian sebelumnya. Untuk 

memastikan keaslian penelitian, diperlukan tinjauan pustaka yang 

komprehensif guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum 

terisi. Selain itu, plagiarisme harus dihindari dengan mengutip sumber secara 

tepat dan menuliskannya berdasarkan pemahaman sendiri. 
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Pada penelitian yang telah dilaksanakan AA Muhammad Insany 

Rachman dan Evi Dwi Hastri tahun 202124 memiliki tujuan untuk 

menganalisis penyebab belum dapat diimplementasikannya peraturan 

mengenai sertipikat tanah elektronik serta mengkaji faktor-faktor yang 

menghambat penerapannya di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengevaluasi kendala yang muncul dalam pemberlakuan sertipikat 

elektronik, seperti kurangnya eksposur terhadap tahap uji coba, aspek 

keamanan yang belum terjamin, keterbatasan dana anggaran, serta banyaknya 

permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan. Selain itu, penelitian ini 

menyoroti kesenjangan digital di masyarakat dan masih banyaknya bidang 

tanah yang belum terdaftar secara nasional sebagai faktor penghambat utama. 

Dengan memahami berbagai kendala tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan analisis yang komprehensif dalam upaya mendukung 

implementasi sertipikat tanah elektronik secara efektif. 

Menurut Nur Hidayani Alimuddin tahun 202125 dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis urgensi penerapan sertipikat tanah elektronik sebagai upaya 

memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta 

mengatasi permasalahan pemalsuan sertifikat, sertifikat ganda, dan praktik 

mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait sertipikat 

elektronik. Melalui sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik, diharapkan 

sertipikat elektronik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 

bentuk kemudahan akses terhadap data digital serta perlindungan dari 

pemalsuan sertifikat tanah. Oleh karena itu, penerapan sertipikat tanah 

elektronik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepastian hukum 

dan efisiensi administrasi pertanahan di Indonesia. 

                                                           
24

 AA Muhammad Insany Rachman dan Evi Dwi Hastri, “Analisis Kendala Implementasi 

Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik,” 

Mulawarman Law Review 6, no. 32 (2021): 91–104, https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646. 
25

 Nur Hidayani Alimuddin, “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan 

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia” 27, no. 28 (2021): 335–45. 
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Menurut Suci Febrianti pada tahun 202126 dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kendala yang mungkin dihadapi dalam rencana pemberlakuan 

program sertipikat hak atas tanah elektronik serta mengkaji perlindungan 

hukum bagi pemegang sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sertipikat elektronik serta 

menelaah mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan, termasuk 

penggunaan Hash Code, QR Code, dan tanda tangan elektronik. Dengan 

adanya sistem keamanan tersebut, sertipikat tanah elektronik diharapkan 

dapat meminimalisir pemalsuan, mencegah transaksi ilegal yang melibatkan 

mafia tanah, serta mempermudah transaksi atas bidang tanah secara lebih 

aman dan efisien. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilo Widiyantoro dkk pada 

tahun 202227, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasalahan eksternal yang menghambat implementasi kebijakan sertipikat 

tanah elektronik, khususnya di wilayah Kota Magelang dan Kabupaten 

Magelang. Permasalahan eksternal tersebut mencakup berbagai faktor, seperti 

ketidaktuntasan penetapan batas wilayah administrasi, ketiadaan kebijakan 

pembaruan data pertanahan, serta faktor sosial di masyarakat yang masih 

terbiasa dengan sistem analog. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai tantangan dalam penerapan kebijakan sertipikat tanah elektronik 

serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif guna 

mempercepat implementasi sertipikat tanah elektronik di Indonesia. 

                                                           
26

 Suci Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah 

Elektronik,” Indonesian Notary 3, no. 9 (2021): 91–97, 

https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis. 
27

 Susilo Widiyantoro, I G Nyoman Guntur, and Nur Rahmanto, “Tantangan Menuju 

Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota Dan Kabupaten Magelang” 10, no. 2 (2022): 97–106. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Nabila Chyntia Dahani pada 

tahun 202228 bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah 

secara elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen 

serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Dengan memahami 

implementasi dan efektivitas sistem ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan mengenai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi 

dalam digitalisasi pendaftaran tanah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas 

layanan pertanahan berbasis elektronik. 

Menurut Ahmad Rizqi Pratama di tahun 202229 dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang 

memiliki potensi pertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Sertipikat Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada sinkronisasi 

kedudukan hukum sertipikat elektronik dalam sistem hukum pertanahan di 

Indonesia, guna memastikan kepastian hukum serta efektivitas implementasi 

sertipikat elektronik dalam administrasi pertanahan. 

Menurut M Ilham Dwi Putranto dan Amin Mansyur pada tahun 202330 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis urgensi penerapan sertipikat tanah elektronik, 

mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan 

langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar kebijakan tersebut dapat 

berjalan dengan optimal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif 

empiris dengan teknik purposive sampling untuk memperoleh data yang 

relevan. Dengan memahami berbagai kendala yang ada, seperti keterbatasan 

sarana pendukung, ketiadaan petunjuk teknis bagi petugas Badan Pertanahan 

                                                           
28

 Nabila Chyntia Dahani, “Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik 

Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen,” 2022, 11–12. 
29

 Ahmad Rizqi Pratama, “Sinkronisasi Pengaturan Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai 

Upaya Menjamin Kepastian Hukum,” 2022, 1–8. 
30

 M Ilham Dwi Putranto dan Amin Mansyur, “Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara 

Elektronik,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 12, no. 1 (2023). 
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Nasional (BPN), serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di instansi 

terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi guna meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan sertipikat tanah elektronik. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan keamanan sistem elektronik, sosialisasi kepada 

masyarakat dan praktisi hukum, serta penyusunan petunjuk teknis bagi 

petugas ATR/BPN agar implementasi sertipikat tanah elektronik dapat 

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Atfi Faramadina di tahun 202331 

bertujuan untuk menganalisis transformasi digital dalam pendaftaran tanah, 

khususnya dalam peralihan dari sistem konvensional ke sistem berbasis 

elektronik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan 

Kementerian ATR/BPN dalam merencanakan dan mengimplementasikan 

pendaftaran tanah berbasis elektronik, termasuk kesiapan regulasi serta 

infrastruktur pendukungnya. Analisis juga dilakukan terhadap sistem KKP-

Web guna menilai sejauh mana sistem tersebut dapat mengakomodasi 

kebutuhan Kementerian ATR/BPN dalam menghasilkan Sertifikat-el yang 

sah dan dapat dijadikan alat bukti hukum. Selanjutnya, penelitian ini 

mengkaji koordinasi serta kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh 

Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendukung transformasi digital 

menuju penerapan Sertifikat-el secara menyeluruh. 

Menurut Tri Tamtomo di tahun 202432 dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam 

menerapkan sertipikat elektronik, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, serta 

sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaannya. Selain itu, penelitian 

ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 

penerapan sertipikat elektronik, baik dari segi teknis, hukum, maupun 

                                                           
31

 Atfi Faramadina, “Kesiapan Menuju Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik Di 

Indonesia,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2023). 
32

 Tri Tamtomo, “Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Purbalingga,” Skripsi STPN Yogyakarta, 2024, 48–49, 

http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/4382. 
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koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini 

turut menganalisis berbagai solusi yang dapat diterapkan guna mempercepat 

dan mempermudah proses digitalisasi sertipikat tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Purbalingga, sehingga penerapan sertipikat elektronik dapat 

berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raden Ayu Rani Mutiara Dewi 

dan Catherine Susantio pada tahun 202433 bertujuan untuk menganalisis 

permasalahan administrasi pertanahan yang belum merata dan masih 

banyaknya bidang tanah yang belum bersertipikat sebagai faktor yang 

memicu praktik mafia tanah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi metode yang efektif dalam menerapkan Sertipikat Elektronik 

(Sertipikat-el) sebagai solusi dalam mengurangi praktik mafia tanah serta 

meningkatkan sistem administrasi pertanahan yang lebih terintegrasi dan 

aman. Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan penelitian terdahulu 

secara lebih jelas: 

                                                           
33

 Raden Ayu Rani Mutiara Dewi and Catherine Susantio, “Penggunaan Sertifikat 

Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah Dalam Upaya Pencegahan Mafia 

Tanah,” Jurnal Syntax Admiration 5, no. 9 (2024): 3382–92, 

https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441. 
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti dan Tahun Metode 

Penelitian 
Aspek Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Judul Penelitian dan Sumber 

1 

AA Muhammad Insany 

Rachman dan Evi Dwi Hastri 

(2021) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini menganalisis: 

1. hambatan implementasi 

sertipikat tanah 

elektronik; 

2. aspek keamanan; 

3. keterbatasan dana; 

4. kesenjangan digital. 

Penelitian ini lebih berfokus pada 

identifikasi penyebab belum 

optimalnya penerapan sertipikat 

tanah elektronik secara nasional, 

termasuk kendala pendanaan, 

keterbatasan tahap uji coba, aspek 

keamanan, kesenjangan digital, 

dan banyaknya bidang tanah yang 

belum terdaftar. 

Penelitian ini 

membahas kendala 

secara umum. 

Sementara dalam 

penelitian yang 

dilaksanakan 

berfokus pada 

kualitas data dan 

sumber daya 

manusia. 

Analisis Kendala Implementasi 

Peraturan Menteri ATR / 

Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Sertipikat 

Elektronik (Jurnal 

Mulawarman Law Review) 

2 

Nur Hidayani Alimuddin (2021) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini menganalisis 

urgensi sertipikat tanah 

elektronik dalam: 

1. menjamin kepastian 

hukum; 

2. mencegah pemalsuan,  

3. meningkatkan efisiensi 

administrasi pertanahan 

di Indonesia. 

Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada analisis 

urgensi penerapan sertipikat tanah 

elektronik sebagai sarana 

peningkatan kepastian hukum dan 

pencegahan pemalsuan sertifikat, 

dengan menggunakan pendekatan 

normatif berbasis kajian peraturan 

perundang-undangan. 

Penelitian ini 

menekankan urgensi. 

Sementara dalam 

penelitian yang 

dilaksanakan 

membahas secara 

spesifik keterbatasan 

kualitas data dan 

sumber daya 

manusia. 

Implementasi Sertifikat 

Elektronik (Jurnal Universitas 

Sembilanbelas November 

Kolaka) 
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Lanjutan Tabel 3. 

No 
Peneliti dan Tahun Metode 

Penelitian 
Aspek Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Judul Penelitian dan Sumber 

3 

Suci Febrianti (2021) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. menganalisis kendala 

dalam penerapan 

sertipikat tanah 

elektronik; 

2. perlindungan hukum 

dalam penerapan 

sertipikat tanah 

elektronik; 

3. kesiapan BPN Kota 

Bekasi dalam penerapan 

sertipikat tanah 

elektronik. 

Penelitian ini lebih menekankan 

pada analisis kendala umum 

dalam rencana penerapan 

sertipikat elektronik, evaluasi 

kesiapan kelembagaan di BPN 

Kota Bekasi. 

Fokus penelitian ini 

pada perlindungan 

hukum. Sementara 

dalam penelitian 

yang dilaksanakan 

membahas 

permasalahan 

kualitas data dan 

sumber daya 

manusia. 

Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Sertifikat Hak Atas 

Tanah Elektronik (Jurnal 

Indonesian Notary) 

4 

Susilo Widiyantoro, I G 

Nyoman Guntur, dan Nur 

Rahmanto (2022) 

Deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini 

mengidentifikasi: 

1. hambatan eksternal 

dalam implementasi 

sertipikat tanah 

elektronik di Kota dan 

Kabupaten Magelang; 

2. merumuskan strategi 

untuk mengatasinya 

guna mendukung 

percepatan kebijakan 

tersebut. 

Penelitian ini memusatkan 

perhatian pada identifikasi 

permasalahan eksternal yang 

menghambat kebijakan sertipikat 

tanah elektronik di wilayah Kota 

Magelang dan Kabupaten 

Magelang, terutama terkait 

ketidaktuntasan batas wilayah 

administrasi, belum adanya 

kebijakan pembaruan data 

pertanahan, serta resistensi sosial 

masyarakat terhadap digitalisasi. 

Penelitian ini 

menyoroti hambatan 

eksternal. Sementara 

dalam penelitian 

yang dilaksanakan 

berfokus pada 

internal kualitas data 

dan sumber daya 

manusia. 

Tantangan Menuju Penerapan 

Sertipikat Elektronik Di Kota 

Dan Kabupaten Magelang 

(Jurnal Ilmu Administrasi 

Publik) 
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Lanjutan Tabel 3. 

No 
Peneliti dan Tahun Metode 

Penelitian 
Aspek Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Judul Penelitian dan Sumber 

5 

Nabila Chyntia Dahani (2022) 

Deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini menganalisis: 

1. pelaksanaan dan 

efektivitas pendaftaran 

tanah elektronik di BPN 

Kabupaten Sragen; 

2. memberikan masukan 

untuk meningkatkan 

kualitas layanan 

digitalisasi pertanahan. 

Penelitian ini berfokus pada 

analisis pelaksanaan dan 

efektivitas pendaftaran tanah 

secara elektronik di Kantor BPN 

Kabupaten Sragen, dengan tujuan 

mengevaluasi sejauh mana 

digitalisasi layanan pertanahan 

telah berhasil diterapkan. 

Penelitian ini 

menekankan 

efektivitas 

pelaksanaan. 

Sementara dalam 

penelitian yang 

dilaksanakan 

membahas 

keterbatasan kualitas 

data dan sumber 

daya manusia. 

Efektivitas Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Secara 

Elektronik Di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten 

Sragen (Tesis Universitas Islam 

Sultan Agung) 

6 

Ahmad Rizqi Pratama (2022) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini menganalisis: 

1. potensi pertentangan 

regulasi; 

2. sinkronisasi hukum 

sertipikat elektronik 

untuk memastikan 

kepastian hukum; 

3. efektivitas 

implementasinya dalam 

administrasi pertanahan. 

Penelitian ini berfokus pada 

analisis norma hukum, khususnya 

potensi pertentangan antara 

regulasi pertanahan yang berlaku 

dengan Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Sertipikat Elektronik. 

Penelitian ini 

membahas 

sinkronisasi regulasi. 

Sementara dalam 

penelitian yang 

dilaksanakan 

berfokus pada 

keterbatasan kualitas 

data dan sumber 

daya manusia. 

Sinkronisasi Pengaturan 

Sertipikat Tanah Elektronik 

Sebagai Upaya Menjamin 

Kepastian Hukum (Skripsi 

Universitas Sriwijaya 

Palembang) 
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Lanjutan Tabel 3. 

No 
Peneliti dan Tahun Metode 

Penelitian 
Aspek Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Judul Penelitian dan Sumber 

7 

M Ilham Dwi Putranto and 

Amin Mansyur (2023) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini menganalisis 

urgensi, hambatan, dan 

solusi implementasi 

sertipikat tanah elektronik 

guna meningkatkan 

efektivitas dan manfaatnya 

bagi masyarakat. 

Penelitian ini membahas urgensi 

penerapan sertipikat tanah 

elektronik secara umum, 

mengidentifikasi berbagai 

hambatan implementasi, serta 

merumuskan solusi strategis 

untuk mendukung kebijakan 

tersebut di tingkat nasional. 

Penelitian ini bersifat 

umum secara 

nasional. Sementara 

dalam penelitian 

yang dilaksanakan 

hanya mendalami 

konteks lokal 

Kabupaten 

Pemalang. 

Urgensi Penerapan Sertipikat 

Tanah Secara Elektronik 

(Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan) 

8 

Atfi Faramadina (2023) 

Deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini menganalisis: 

1. transformasi digital 

pendaftaran tanah, 

kesiapan Kementerian 

ATR/BPN; 

2. efektivitas sistem KKP-

Web dan koordinasi 

lintas sektor dalam 

mendukung 

implementasi Sertifikat-

el. 

Penelitian ini berfokus pada 

analisis transformasi digital dalam 

pendaftaran tanah, dengan 

menyoroti kesiapan Kementerian 

ATR/BPN dari sisi regulasi, 

infrastruktur, dan sistem KKP-

Web, serta menilai koordinasi 

lintas sektor dalam mendukung 

penerapan sertipikat elektronik 

secara nasional. 

Penelitian ini fokus 

pada kesiapan sistem 

nasional. Sementara 

dalam penelitian 

yang dilaksanakan 

membahas kendala 

kualitas data dan 

sumber daya manusia 

secara lokal. 

Kesiapan Menuju Pendaftaran 

Tanah Berbasis Elektronik Di 

Indonesia (Skripsi Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional) 
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Lanjutan Tabel 3. 

No 
Peneliti dan Tahun Metode 

Penelitian 
Aspek Penelitian Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Judul Penelitian dan Sumber 

9 

Tri Tamtomo (2024) 

Deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini menganalisis 

kesiapan, kendala, dan 

solusi penerapan sertipikat 

elektronik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Purbalingga agar berjalan 

efektif dan sesuai 

ketentuan. 

Penelitian ini mendeskripsikan 

tingkat kesiapan Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Purbalingga dalam penerapan 

sertipikat elektronik, dengan 

meninjau aspek regulasi, 

infrastruktur, dan sumber daya 

manusia secara menyeluruh. 

Penelitian ini fokus 

pada kesiapan 

instansi. Sementara 

dalam penelitian 

yang dilaksanakan 

membahas 

permasalahan 

mendasar kualitas 

data dan sumber 

daya manusia. 

Kesiapan Menuju Penerapan 

Sertipikat Elektronik Di Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Purbalingga (Skripsi Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional) 

10 

Raden Ayu Rani Mutiara Dewi 

dan Catherine Susantio (2024) 

Hukum 

normatif 

Penelitian ini menganalisis: 

1. ketimpangan 

administrasi pertanahan 

sebagai pemicu mafia 

tanah; 

2. mengeksplorasi 

penerapan Sertipikat 

Elektronik sebagai 

solusi untuk 

meningkatkan 

keamanan dan integrasi 

sistem pertanahan. 

Penelitian ini berfokus pada 

analisis permasalahan 

administrasi pertanahan yang 

belum merata dan banyaknya 

bidang tanah yang belum 

bersertipikat sebagai pemicu 

praktik mafia tanah, serta 

mengeksplorasi penerapan 

sertipikat elektronik sebagai 

solusi utama. 

Fokus utama 

penelitian ini pada 

mafia tanah. 

Sementara dalam 

penelitian yang 

dilaksanakan 

berfokus pada 

kualitas data dan 

sumber daya 

manusia. 

Penggunaan Sertifikat 

Elektronik Untuk 

Meningkatkan Efisiensi 

Pendaftaran Tanah Dalam 

Upaya Pencegahan Mafia 

Tanah (Jurnal Universitas 

Pelita Harapan) 

 (Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025) 
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Penelitian ini memiliki perbedaan utama dalam fokusnya, yaitu secara 

spesifik menyoroti permasalahan dalam penerapan sertipikat elektronik akibat 

keterbatasan kualitas data dan sumber daya manusia yang memadai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan 

tumpang tindih kepemilikan serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa 

pertanahan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan guna 

mendukung efektivitas implementasi sistem ini. Tidak hanya mengkaji hambatan 

teknis, penelitian ini juga menganalisis dampaknya terhadap kepastian hukum serta 

merumuskan strategi penyelesaian yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam mendukung 

digitalisasi sistem pertanahan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang terkait kondisi kualitas data, sumber daya 

manusia, dan strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang dalam penerapan sertipikat elektronik, peneliti dapat mengambil 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Kualitas Data Pendukung Penerapan Sertipikat Elektronik Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pemalang. 

Kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada data 

yang termasuk dalam klasifikasi KW 4, 5, dan 6. Data pada kategori ini 

belum sepenuhnya memenuhi standar validasi baik dari aspek spasial 

maupun yuridis, sehingga sering ditemukan ketidaksesuaian antara data 

fisik, yuridis, dan spasial. Hampir seluruh kecamatan di wilayah 

Kabupaten Pemalang mencatat persentase data KW 4, 5, dan 6 yang 

melampaui batas toleransi maksimal 4%, dengan satu-satunya 

pengecualian di Kecamatan Moga yang memiliki persentase lebih 

rendah, yakni sebesar 3,3%. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya 

pelaksanaan alih media data serta penerapan sertipikat elektronik. 

Walaupun data KW 1, 2, dan 3 telah tersedia dalam jumlah relatif 

banyak, tingkat kesiapan serta pemanfaatannya masih belum optimal. 

Permasalahan lain seperti overlap, gap, dan missplace juga semakin 

mempersulit proses validasi. Dengan demikian, kualitas data yang belum 

sesuai standar menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya 

penerbitan sertipikat elektronik secara efektif dan berkualitas. 

2. Tingkat Kesiapan Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang. 

Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

memiliki semangat tinggi dalam mendukung penerapan sertipikat 
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elektronik. Namun, masih ditemukan kesenjangan dalam keterampilan 

teknis, literasi digital, dan adaptasi terhadap sistem baru, khususnya 

dalam penggunaan aplikasi dan teknologi pendukung. Beberapa pegawai 

membutuhkan pelatihan lebih lanjut agar mampu mengikuti dinamika 

kerja yang berbasis sistem elektronik. Selain itu, jumlah SDM yang 

terbatas juga menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi beban kerja 

yang meningkat. Strategi pemanfaatan tenaga tambahan dan kerja di luar 

jam dinas merupakan bentuk komitmen institusi terhadap pelayanan 

publik. 

3. Strategi Penerapan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang telah menjalankan 

sejumlah strategi untuk mengatasi keterbatasan kualitas data dan sumber 

daya manusia. Strategi ini mencakup pembentukan tim validasi khusus, 

peningkatan pelatihan internal dan eksternal, serta optimalisasi kerja 

lintas seksi, khususnya Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Penetapan 

Hak dan Pendaftaran. Selain itu, validasi dokumen dilakukan secara 

paralel di luar jam kerja untuk menghindari gangguan sistem. 

Peningkatan infrastruktur dan penyesuaian alur kerja juga dilakukan 

untuk mempercepat proses digitalisasi. Evaluasi berkala setiap minggu 

menjadi upaya untuk menjaga kualitas dan konsistensi implementasi 

strategi tersebut. 

 

B. Saran 

Berikut beberapa saran yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pemalang agar pelaksanaan sertipikat elektronik dapat berjalan 

lebih efektif: 

1. Peningkatan Kualitas Data 

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan 

kualitas data pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

disarankan untuk melakukan percepatan validasi bidang tanah melalui 

kegiatan pemetaan ulang yang terukur serta integrasi data fisik dan 

yuridis secara sistematis, terutama terhadap data yang masuk dalam 
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kategori Kualitas Wilayah (KW) 4 sampai dengan 6 yang dinilai 

memiliki tingkat ketepatan paling rendah. Selain itu, penyusunan 

prioritas pembaruan data perlu dilakukan dengan mempertimbangkan 

tingkat urgensi, seperti tingginya jumlah permohonan layanan dan 

potensi sengketa yang muncul akibat ketidaksesuaian data. Dalam 

mendukung langkah-langkah tersebut, kantor juga perlu menyediakan 

sistem monitoring dan audit internal yang bersifat real-time, agar progres 

validasi dan perbaikan data dapat diawasi secara menyeluruh serta 

menjadi dasar evaluasi dan penetapan kebijakan tindak lanjut. 

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan sertipikat 

elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang disarankan untuk 

menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala yang berfokus pada 

penguasaan sistem informasi pertanahan, aplikasi sertipikat elektronik, 

dan keterampilan pengelolaan data fisik menggunakan GIS. Selain 

pelatihan formal, pengembangan sistem mentoring internal juga perlu 

dilakukan guna membantu pegawai yang belum mahir dalam 

pengoperasian sistem elektronik, sehingga tercipta transfer pengetahuan 

yang lebih efektif di lingkungan kerja. Di samping itu, peningkatan 

koordinasi lintas seksi menjadi langkah penting untuk memastikan 

pembagian beban kerja berlangsung lebih proporsional, sehingga risiko 

penumpukan pekerjaan pada unit tertentu dapat diminimalkan dan 

produktivitas pegawai dapat ditingkatkan secara merata. 

3. Perbaikan Infrastruktur dan Manajemen Layanan 

Untuk mendukung kelancaran penerapan sertipikat elektronik, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang disarankan untuk mempercepat 

penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk 

penguatan jaringan internet yang stabil, pengadaan perangkat pemrosesan 

data berkualitas tinggi, serta penambahan kapasitas server yang mampu 

menunjang aksesibilitas sistem secara optimal. Selain itu, penerapan 

sistem kerja yang lebih fleksibel berbasis output disertai dengan 
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mekanisme penghargaan bagi pegawai yang berhasil mencapai atau 

melampaui target kerja dapat menjadi stimulus positif dalam 

meningkatkan kinerja individu maupun tim. Upaya perbaikan 

infrastruktur dan manajemen layanan ini sebaiknya dilengkapi dengan 

kerja sama yang intensif bersama instansi pusat, seperti Pusat Data dan 

Informasi (PUSDATIN), agar kantor memperoleh dukungan teknis dan 

pembaruan sistem secara berkelanjutan. 

4. Penguatan Evaluasi dan Kolaborasi Lintas Instansi 

Dalam rangka memperkuat efektivitas penerapan sertipikat 

elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang disarankan untuk 

memperkuat mekanisme evaluasi mingguan yang berbasis data kinerja 

dan indikator capaian yang terukur, sehingga setiap progres dan kendala 

dapat diidentifikasi secara lebih objektif dan cepat ditindaklanjuti. Selain 

itu, peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, lembaga 

survei, serta keterlibatan aktif masyarakat juga perlu dilakukan agar 

proses pengumpulan dokumen pendukung dan validasi data dapat 

berjalan lebih cepat dan akurat. Guna meningkatkan akuntabilitas 

sekaligus membangun kepercayaan publik, kantor juga perlu secara rutin 

menyusun dan mempublikasikan laporan perkembangan sertipikat 

elektronik, sehingga masyarakat dapat memantau transparansi dan 

capaian layanan secara terbuka. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelaksanaan sertipikat elektronik sehingga layanan 

pertanahan tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan 

semakin berkualitas di masa mendatang. Untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan agar kajian lebih mendalam dilakukan terhadap faktor-faktor 

eksternal yang turut memengaruhi keberhasilan penerapan sertipikat 

elektronik, seperti tingkat literasi digital masyarakat pemohon, kebijakan 

pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem elektronikisasi pertanahan, 

serta peran pihak ketiga, termasuk konsultan pertanahan dan lembaga 

pembiayaan dalam proses validasi data. Penelitian berikutnya juga dapat 



 

93 

 

menitikberatkan pada analisis efektivitas pelatihan pegawai dan pengaruhnya 

terhadap peningkatan kualitas layanan, serta mengkaji secara lebih rinci 

dinamika koordinasi lintas instansi yang berdampak pada kecepatan alih 

media data dan penerbitan sertipikat elektronik. Dengan demikian, hasil 

penelitian diharapkan menjadi bahan masukan komprehensif bagi 

pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih adaptif dan tepat sasaran 

pada masa mendatang. 
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